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BATAM

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

PAJAK DAERAH 2023 (SELF ASSESMENT)

NOMOR : (41%/000.8.3.3/VIU2023

TAHUN 2023



No. SOP 6012 /000.8.3.3/V11/2023
Tanggal Pembuatan |: 20 FEBRUART 2020
Tanggal Revisi - 01 JULI 2023
Tanggal Efektif : 01 JULI 2023
Disahkan oleh KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TA BATAM
o RAJA AZMANSYAH
PEMERINTAH KOTA BATAM Pembina Utama Muda
BADAN PENDAPATAN DAERAH NIP. 19701120 200003 1009
Nama SOP SOP PAJAK DAERAH 2023 (SELF ASSESMENT)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang - undang nomor 23 tahun 2009 tentang Pelavanan Publik

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

5. Permenpan RB No.35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan
Standar Oprasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (19
Juni 2012)

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan

7. Perwako Nomor 29 Tahun 2016 tentang Peraturan Walikota Batam
Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Tata Kerja Badan
Daerah

8. Peraturan Walikota Batam Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pajak
Daerah

9. Peraturan Walikola Batam Nomor 72 Talun 2021 tentang Perubahan
Nomenklatur BPPRD Menjadi Bapenda

1. SLTA/Diploma/Strata

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

3. Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan

4. Memiliki Kemampuan Komunikasi Publik (Public Speaking)

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan ;

1. SOP Pengarsipan

1. Komputer & Jaringan Internet
2. Printer

3. Scanner

4, Buku Register

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan o

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan Potensi Penenimaan
yang tidak maksimal dan mempengaruhi tingkat kepuasan Wajib Pajak

1. Isian Data Induk
2. Berita Acara Penclitian Lapangan
3. Data Objek Pajak




612/000.8.3.3/VI1/2023 Tanggml Efektif : 01 JULI 202Z% Hiﬂalamau 1141
BADAN PENDAPATAN DAERAH ;
SOP PAJARLIPAERAH 2023 (SELF ASSESMENT)
Pefuksana Mutu Baku
Na. Uraian Prosedur W, Pajak Ket
WRTAIK | benilal Periiaraby ALl Mada Kelengiiapsm Waktu Output
Il. jPendataan orang atam badan yang melakukam usaha dan Formmulfir Pendaftaran 30 Menit Daftar WP yang telah terdafiar dan yang belum
memiliki obyek pajak wang telah maupun yang belum [ l terdaftar
terdaftar sebagai Wagilh Pajak (WP)
2. |Monitoring 30 hari sefak usaha efektif dilakukam. <"> Daftmr WP yang telah terdafinerdan yang belum terdaftar |60 Menit t1ﬂenda&a:an WP baru
3..I].qfaion WP mengambil, mengisi, menandatangami Formulir Pendiifavan WP baru 60 Menit - Formulir Pendaftaran
[Pendaftaran Wajib Pajak - Lampiran dokumen pemdukung
3.2 {Calon Wajib Pajak memyampaikan Formulir Pemdaftaran dan - Hosmmuliv Pendaftaran 60 Menit Tersampaikannya Formudir Pendafiaran yang sudah
Lampiran: - LLzamgiran dokumen pendukiumgz terisi lengkap beserta lamypirannya
[a] Fotokopi KTP WP
[b] Fotokopi Keterangzn Domisili Usaha
c] Fotokopi SIUP
{ld] Fotokopi Izin Tetap/Prinsip Usaha Pariwisata (kecuali
Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logame dan Batuan,
dan Pajak Parkir)
[e] Fotokopi Akta Pemdirian Usaha
[f] Surat Kuasa jika diiwakilkan, disertai fotocopy KTP
Penerima Kuasa
3.3.{Werifikasi kelengkapam pengisian formulir dam kelengkapan y I Tersinmpaikannya Formulir:Pémdafiaran yang sudah terisi |15 menit - Aplikasi penatausahaam Pendapatan Daerah
ldokumen lampiran. ]’ lengilap beserta lampirannya: - Data isian induk wajily pajak dan objek pajak
3.4.||Penerbitkan NPWPID dian menginput data wagilb pajak ke - Apfiliasi penatausahaan Pemafigpatan Daerah 15 Jam - Aplikasi penatausahaam Pendapatan Daerah
dalam Aplikasi Penatmmsahaan Pendapatan Dagrah. - Dt isin induk wajib pajakicdam objek pajak - Data isian induk wajib pajak dan objek pajak-
|Berita Acara
4. |'WP yang tidak mendaffrarkan diri dalam walktw 30 hari sejak 4 - Aplilizasi penatausahaan Pemdisgratan Daerah 15 Jam - Kartu NPWD
usaha efektif dilakukam, maka pendafiaran objek secara <> - Dt dsian induk wajib pajjicdtam objek pajak- Berita - Maklumat Pajak Daeral
|jabatan. Acarm
5. |Penyerahkan Kartu NIP'WPD dan Maklumat Dazrah kepada - Kéartim NPWD 22.5 Jam Diserahkannya Kartu NPWPD
‘WP untuk dipasang ditexmpat yang mudah dililzat oleh ( }\ - Mifwmat Pajak Daerah idan Maklumat Pajak Daerah ke WP
Hpelanggan‘

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pembina Utama WMuda
NIP. 19701120 200063 1 009




PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. Raja sn No, 17 = Kantor Dinas Bersama Pemko Batam TELP, (0778) 470670, 470671, 470672 FAX, (0778) 470673
website! https://Bapenda. batani.go.1d/ emall: Bapenda@batam go.id

BATAM

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

MUTASI OBJEK PAJAK / SUBJEK PAJAK

NOMOR :qu /000.8.3.3/VI11/2023

TAHUN 2023



No. SOP 604 /000.8.3.3/VIL2023
Tanggal Pembuatan |: 20 FEBRUARI 2020
Tanggal Revisi : 01 JULI 2023
Tanggal Efektif ;01 JULI 2023
Disahkan oleh KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
K(}T A BATAM
PEMERINTAH KOTA BATAM Pembina Utama Muda
BADAN PENDAPATAN DAERAH NIP. 19701120 200003 1009
Nama SOP SOP MUTASI OBJEK PAJAK / SUBJEK PAJAK
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana:

1 Undang - undang nomor 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

4 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah

5 Permenpan RB No.35 Tahun 2012 tentang pedoman
Penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan (19 Juni 2012)

6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kota Batam

7 Perwako Nomor 29 Tahun 2016 tentang Peraturan
Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2016 Tentang
Susunan dan Tata Kerja Badan Daerah

8 Perwako Nomor Nomor 72 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi BAPENDA

1. SLTA/Diploma/Strata
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP Pengarsipan 1. Komputer & Jaringan Internet
2 SOP Prosedur Penerbitan Ketetapan Pajak 2. Printer
3. Scanner

4. Buku Register

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan
mengakibatkan Potensi Penerimaan PBB P2
tidak maksimal dan mempengaruhi tingkat
kepuasan Wajib Pajak

1. Berita Acara Ketetapan Pajak
2. Data Objek Pajak




RAJA AZMANSY
IPembina Utama Muda

TA BATAM

NP, 19701120 200003 1 009

i ] BADAN PENDAPAIIAN DAERAH _lmmiﬂiﬂy\fllﬂﬂﬂ Tamagdl Efektif : 01 JULI 2023 Halamam:; 171
SOP MIUTAS] OBJEK PAJAK / SUBEEK PAJAK
Pelaksana Mt [Baku
S gyl LT Woih (| ean | KasubBiN®cadaina, | Pelaksana/ Penilai
L o k"]:' > , |Penetamun Validasi|  Petugas | Mamerintah Abli| Pelaksana Kelengkapam Walkdw Outipat Ket-
i | damKedberatan Lapangan Wiuda
1 | Wajib Pajak (WP) mengajukimuyermohonan Mutasi Fizrrmulir permohonan mutasi 30 Menitt  |{IL..Surat Permohonan WP.
secara tertulis kepada KepalBugiam | 2. Mengisi SPOP dan LSPOP diemgan jelas, benar dan lengkap
f tserta ditanda tangani oleh WP/ Biasa WP,
i |3.:Surat Kuasa jika dikuasakam
| 4. Bukti Kepemilikan Lahan (Semifikat’ AJB/ SKEP, SPJ, PL/
| Allas Hak)
t 5. Fotokopi KTP
6. Fotokopi IMB dokumen pendiilng lain yang berkaitan
| langsung dengan objek pajak: (jilla diperlukan)
| | 7./SPPT asli tahun berjalan.
| & Bukti pelunasan PBB
2 ||Petugas Pelayanan Pajak Dacesfithmelakukan verifikasi I 1. Freat Permohonan WP 30 Menitt  |{il.:Surat Permohonan WP,
berkas permohonan | 2. Miengisi SPOP dan LSPOP dengam fislias, benar dan [2. Mengisi SPOP dan LSPOR diemgan jelas, benar dan lengkap
p serta ditanda tangani oleh WP # Kuasa WP, [serta ditanda tangani oleh WP/ Fuasa WP.
3. Hurat Kuasa jika dikuasakan 3. Surat Kuasa jika dikuasakam
. Baikti Kepemilikan Lahan (Sertifilatt AIB/ SKEP, SPJ, PL/ 4. Bukti Kepemilikan Lahan (Semitfikat’ AJB/ SKEP, SPJ, PL/
{{Alkns Blak ) Alas Hak)
(5. Fotokopi KTP 5. Fotokopi KTP
| =] kopi IMB dok duk I yang b 6. Fotokopi IMB dokumen pendisiluung lain yang berkaitan
lampsung dengan objek pajak (jika dipeniiikan), langsung dengan objek pajak: (jilla diperlukan)
i i 7. SIPPT asli tahun berjalan 7..SPPT asli tahun berjalan.
1 & Bukti pelunasan PBB 8. Bukti pelunasan PBB
2. | |Berkas yang sudah lengkap;dileouskan ke Kepala Sub | |l Hwrat Permohonan WP. 15 menitt  |[Bukti tanda terima registrasi pesmohonan mutast
Bidang Pendaft dan Pendi Sedangkan berkas I I 2t Bdengisi SPOP dan LSPOP dengan elins, benar dan
|| yang belum lengkap dikembuiiliom ke wajib pajak untuk I lamyiknp serta ditanda tangani oleh WP IKuasa WP.
|dilengkapi | (3. Surat Kuasa jika dikuasakan
| | ) > 4t Bukti Kepemilikan Lahan (Sertifikait’ AJB/ SKEP, SPJ, PL/|
i ™~ |Allus Fiak)
! ‘[ 5 Fotokopi KTP
| i \ astokopi IMB dokumen pendukung fnin yang t
! | | lemugsung dengan objek pajak (jika dipeniskan).
i 7. SPPT asli tahun berjalan
# Eikti pelunasan PBB
A (|Pelak Petugas 1 a ilakukan perek [Bhulictitanda terima registrasi permoltomm mutasi 10 menmit:  ||Masil perekaman SK NJOP dii Sismiop
data multasi sesuai dengan buiktipandukung selanjutnya — |
| diteruskan ke Kepala Sub Bidtmy: Ponilaian dan >
P pan untuk dilakuk it
|
4. |{Kepala Sub Bidang Penilaianidiim: fenetapan |1 [Lembar Pengawasan Arus Dokumem (LPAD). 10 menit ||l Lembar Pengawasan Arus Digfhumen (LPAD)
memerintahkan pelaksana unnlsiomencetak SK NJOP, 2 Mokumen permohonan mutasi 2. Dokumen permohonan mutasy
3. Fusil perekaman SK NJOP di Sismitp 3. Hasil perekaman SK NJOP*
% || Pelaksana melakukan pencetalizam S NJOP yang I (Il Liembar Pengawasan Arus Dokumem (LPAD) 10 menit [[SK NJOP yang sudzh ditandutumgani
disertai dengan tandatangansttwpel| Kepala Badan _Eh 22 Mokumen permohonan mutasi
3: Hnsil perckaman SK NJOP
4 SK NIOP
. [|Pelaksana menyerahkan kepeitimaman: Pajak Daerah, S MIOP yang sudah ditandatangani {SK NJOP
1
R
& || SK NJOP hasil mutasi disecalifiian kepada wajib pajak. S NIOP 5 menit Tanda Terima SK NJOP ke Wi
|
KE N PENDAPATAN DAERAH




PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673
website: https://Bapenda.batam.go.id/ email: Bapenda@batam.go.id

BATAM

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

PROSEDUR PENELITIAN SSPD BPHTB
NOMOR 1GAS1000,8.3.3/V11/2023

TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

‘Tanggal Pembuatan : 20 FEBRUARI 2020
Tanggal Revisi 101 JULI 2023

Tanggal Efektif : 01 JULI 2023

Disahkan oleh KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pembina Utama
NIP. 19701120 200003 1 009

SOP PROSEDUR PENELITIAN SSPD BPHTB

Nama SOP

Dasar Huliumi 1

Kualifikasl Pelaksanan

I.  Undang - undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Deerah

5. Permenpan RB No.35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar
Oprasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (19 Juni 2012)

6. Peraturan Daerah Nomor | Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan Perkotaan Kota Batam

7. Peraturan Walikota Batam Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur
PemungutanBea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Batam

8. Perwako Nomor 29 Tahun 2016 tentang Peraturan Walikota Batam Nomor 29
Tahun 2016 Tentang Susunan dan Tata Kerja Badan Daerah

9. Perwako Nomor Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Perubahan Nomenklatur BPPRD
menjadi BAPENDA

1. SLTA/Diploma/Strata
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan

Peralatan/Perlengkapan ;

Keterkaitan :
1. SOP SKPDKB
2. SOPSKPDLB

1. Komputer & Jaringan Internet
2. Scanner

3. Buku Register

4. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan ;

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan Potensi Penerimaan PBB P2
tidak maksimal dan mempengaruhi tingkat kepuasan Wajib Pajak

1. Berita Acara Ketetapan Pajak
2. Data Objek Pajak
3. Bukti Bayar Asli




s & 0.8.3.3/VII2023 [ Tanggal Efisksif - 01 JULI 2023 i Hal ST
E@ BADAN PENDAPATAN DAERAR ? B SR S ; :
] %A 7 SOP PROSEPLIR PENELITIAN SSPP BPHTB
: ;i Pelaksa G Mutu Baku
Ni Wraian Prosedur 'Wajib Paja i i ] 3 :
0. i : . ajib Paj Fungsi l.'tlaymn Fungsi Pemzilahan Data & ey S E Output

1. |Wajib Pajak (W) mengisi Formulir Permelhoman [a]. SSPIX BiFHITB tertera Nomor Transalksi Penerimaan Daerah (NTPD)./ vang disahkan Bank; 15 Menitt |fn] Formulir Permohonan
Penelitian $SID BPHTB. [b]. Fotokayii iidentitas WP (KTP/SIM/Paspar), Panelitian SSPD BPHTB
‘WP kemudiammenyerahkan Formulir [c]. Surat Kmasa dari WP (dalam hal dikuwasakan Surat Tugas dari yang menerima kuasa; [[lb). SSPD BPHTB lembar I, 2, 3,
Permohonam Fenelitian SSPD BPHTB, SSFD [d]. Fotokeyi surat keterangan waris darii wang berwenang, dalam hal perolehan karena waris: ’dlmwé.
BPHTB, SSFID BPHTB (lembar 1,2,3, dam &) dlan } T [e]. Fotokoypi idlentitas Kuasa WP (dalam el dikuasakan), kecuali kamyewan PPAT berdasarkan surz tugas; lc] Dokumen pendukung
dokumen pendikung kepada Fungsi Pelayamam [£]. Fotokopii Kartu NPWP kecuali menumtt lketentuan diperlakukan KT seumur hidup / lanjut usia.

[g]. SPPT PEEB dan Bukti lunas PBB minsma 3 (tiga) tahun terakhir.
[h]. Dok dukung lain seperti wiitnsi jual beli atau bukti transffer pembayaran, SKEP, dam SIPJ.

2. |Front Desk mmzmerima Formulir Permohonmm |a] Formulir Permohonan Penelitian SSPID BPHTB 15 Menit ||Diterimanya Formulir
Penelitian SSFIBPHTB, SSPD BPHTR (liambar [b]. SSPLYE#HTB lembar 1, 2, 3, dan 6: smohonan penelitian SSPIDY
1,2,3, dan 6)i. dinn. dokumen pendukung daril WP [¢] Dokumem pendukung iEEIF"HTB dan dokumen pendulknng
untuk diterusiizm keproses penelitian berkas oich
AR/Penelitit

3. |AR/Penelitiimaemerima berkas SSPD-BPHTE dan

dokumen pemdiikung untuk dinilai kelenglkapan
pengisian SSPD BPHTB dan dokumen

Diterimany:= Farmulir permohonan penediitian SSPD BPHTB dan dokumen pendukung

Tierperiksanya kebenaran
ipemulisan dan penghitungam yamng
torcantum dalam SSPD BPHITB

pendukungnya sorta menilai kebenaran pemffisan 60 Menit [idizm dokumen pendukungnya
dan perhitungum yang tercantum dalam SSIFD
BPHTB terlindlip data objek pajak yang adin jpada
database
4. |AR/Peneliti muftnkukan penginputan data elhjek Terperiksamyx kebenaran penulisan dam pemghitungan yang tercantum distam SSPD BPHTB dan dblwmen SBPD BPHTB lembar 1, 2, 3 dian
pajak dan data-diata dari dokumen pendulumg pendukungmym
kedalam sisterm e-BPHTB I I 60 Menit
5. |Setelah semum kebenaran penulisan dan H SSPD BPHTIB lembar 1, 2, 3, dan 6 15 Menit |S8PD-BPHTB ditandatangani
perhitungan: yamg tercantum dalam SSPD BPHITB
dan kelengkwpae dokumen pendukung terpimihi, |
maka Kepali Biidang Pendataan, Penetapam dian |
Pelaporan memandatangani SSPD BPHTR. |
(lembar 1.2.3, dian 6). |
6. |Front Desk mwngarsip SSPD BPHTB (lembur ) SSPD-BPHTE ditandatangani 15 Menit {1 SSPD BPHTB ditandatamymmi,
sebagai dokumemtasi J (2] Pengarsipan SSPD BPHIT &
lizmibar 6
| I: j [I3] Penyerahan SSPD BPHTB
| {Elkmibar 1,2, dan 3 kepada WP
7. |Front Desk memyerahkan SSPD BPHTB (lemibar SSPD-BPHITIB ditandatangani 15 Menit [[[1] SSPD BPHTB ditandatangeni.

1,2, dan 3) kepmda WP.

|[2] Pengarsipan SSPD BPHITE
mbar &

3] Penyerahan SSPD BPHTE

limmbar 1, 2, dan 3 kepada WP

KEPALA BADPAN PENDAPATAN DAERAH

NIP. 19701120 200003 1 009




PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673
website: https://Bapenda.batam.go.id/ email: Bapenda@batam.go.id

BATAM

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

PENGAJUAN VERIFIKASI PEMBAYARAN PBB-P2

TAHUN 2023



Bhgnth

PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No: SOP 1 66/000.8.3.3/V11/2023
Tanggal Pembuatan |: 20 FEBRUARI 2020
Tanggal Revisi : 01 JULI 2023

Tanggal Efektif : 01 JULI 2023

Disahkan oleh KEPA

BADAN-PENDAPATAN DAERAH
BATAM

Pembina Utama Muda

NIP. 19701120 200003 1 009

Nama SOP

PENGAJUAN VERIFIKASI PEMBAYARAN PBB-P2

Dasar Hukum !

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang - undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Duerah

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

5. Permenpan RB No.35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan

Standar Oprasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

(19 Juni 2012)

Peraturan Daerah Nomor | Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan Perkotaan Kota Batam

7. Perwako Nomor 29 Tahun 2016 tentang Peraturan Walikota
Batam Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Tata Kerja
Badan Daerah

8. Perwako Nomor Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Perubahan

Nomenklatur BPPRD menjadi BAPENDA

1. SLTA/Diploma/Strata
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP 1. Komputer & Jaringan Internet
2. Scanner
3. Buku Register

_ 4, Printer

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan Potensi
Penerimaan PBB P2 tidak maksimal dan mempengaruhi tingkat
kepuasan Wajib Pajak

1. Berita Acara Ketetapan Pajak

2. Data Objek Pajak
3. Bukti Bayar Asli




Pembina Utamua Muda

TR [GIE/000 8.5 37vi172023 [ Tangeal Efekuf - 01 JULI 2023 [ikzllaman : 1/1
BADMWDAPATAN Dmm : SOP PENGAJUAN VERIFIKASI PEMBAYARAN PBB-P2
lal Mt Baku
1 . Wajib Penilai Kasubid. | Kasuiid i :
B Pl oactor Pajak || P;';i;;“ Pemerintab | Pembukuan | Penyelessian| Pelaksana Ketenzlapas Waktu Outgant Ket-
Ahli Mudia PBB - P2 Pintamy i
1. |Wajib Pajakdomumgajukan permohonan Pesgsjuan Fommaitir Surat Permohonan Pembrerian 60 Menit 1. Surat Permohonan Pemberian Informasi
| Verifikasi secasmiitentulis ke Kepala Badam mslalui Q_ Infaomasi NJOP 2. Surat Kuasa jika dikuasaliam,
Petugas Peléyamam Pajak Daerah. 3. Fotokopi KTP.
4t. Fotokopi SPPT.
3. Copy Surat Kepemilikam (sertipikat, AJB, SKEP,
IPL, SPJ)
2. |Petugas Pelayammn Pajak Daerah menerimma permohonan 1. Sumatt Permohonan Pemberiam lmformasi 20 menit 1. Ilembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD),
kemudian meediitii kelengkapan persyaratam, 2. Sumart Kuasa jika dikuasakan. 2. Dokumen permohonan Pemiberian
| Berkas yangsmait lengkap diteruskan ke Kepala Sub ) 3. Fouwkopi KTP. Imformasipembayaran
| Bidang Pendaimmam dan Pendataan. Sedamgikan berkas > 4. Fativkopi SPPT. |
yang belum:lémgdap dikembalikan ke wajiib pajak untuk 5. Capy Surat Kepemilikan (sertipitkat, AJB,
dilengkapi. SKEP, PL, SPJ)
D Kepala Sub-Bidlg Pendaftaran dan Pendisitaan 1. Lemnbar Pengawasan Arus Dolmmmen 30 menit I.. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD).
memerintatildam Felbksana untuk melakukam pencetakan (LPAID). 2. Dokumen permohonan pemgajuan verifikasi
Printout PBI:E2:untuk melihat tunggakam pembayaran L“'I E 2. Dintoumen permohonan Pembesiam membayaran
PBB Infiormmasipembayaran 3. SK NJOP / SPPT
4. Printout PBB
3. Bukti bayar PBB asli yg imgin di verifikasi
| 4. |Pelaksana mel#imkan pencetakan Printout PBB-P2 1. Lexmbar Pengawasan Arus Dolwmen 2 jam Lismbar Pengawasan Arus Diafkemen (LPAD)
untuk di konfizrmesi mengenai pembayagam dan piutang (LIPAID). ipersetujuan dari Subid
\ PBB pada sulidl. Pembukuan PBB dan: Suitsd. < ' 2, Diglkwrmen permohonan pengajumm verifikasi
1 Penyelesaianfimtang, pemibmyvaran i
\ 3. SE.NJOP / SPPT
4. Primtout PBB
5. Buikti lhayar PBB asli yg ingim dii ~erifikasi
| 5. |Printout PBB#SIFPT diserahkan kepada wanjib pajak. Lemsthar Pengawasan Arus Dokummem{{LPAD) |30 menit Printout PBB hasil verifikasii
A — k persetsjuan dari Subid
BEP, BADAN PENBAPATAN DAERAH
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SALINAN SPPT DAN PEMBERIAN INFORMASI NJOP

NOMOR :GU4000.8.3.3/V1I/2023

TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No. SOP : I3 /000.8.3.3/V11/2023
Tanggal Pembuatan |: 20 FEBRUARI 2020
Tanggal Revisi : 01 JULI 2023
Tanggal Efektif 101 JULI 2023
Disahkan oleh KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

RAJA AZMANSYAH

Pembina Utama Muda

NIP, 19701120 200003 1 009

Nama SOP SOP SALINAN SPPT DAN PEMBERIAN INFORMASI NJOP

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

{13

Undang - undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

1. SLTA/Diploma/Strata
2. Memiliki kemampuan

mengoperasikan komputer

3. Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Undang - undang Nomior 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahat
Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
5. Permenpan RB No.35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan
Standar Oprasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (19
Junl 2012)
6. Peraturan Daerah Nomor | Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan Perkotaan Kota Batam
7. Perwako Nomor 29 Tahun 2016 tentang Peraturan Walikota Batam
Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Tata Kerja Badan
Daerah
8. Perwako Nomor Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Notmenklatur BPPRD menjadi BAPENDA
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP 1. Komputer & Jaringan Internet
2. Scanner
3. Buku Register
4, Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan Potensi
Penerimaan PBB P2 tidak maksimal dan mempengaruhi tingkat
kepuasan Wajib Pajak

1. Berita Acara Ketetapan Pajak

2. Data Objek Pajak




616/000.8.3.3/V11/2023 | Tamegal Efektif: 01 JULI 2023 [Halaman : 1/1
BADAN PENDAPATAN DAERAH :
SOP SALINAN SPPT DAN PEMBERIAN INFORMASI NJOP
Waiib Pelaksana Mutu Baku
No. Uraiam Prosedur painy | Pelayamen | Penitai Pemerintals ARE
ajak f i t
il PBE.PZ Muda Pelaksana Kelengkapam Wikim Dutput Ket

1. |Wajib Pajak mengajukam permohonan Pemberian Fommulir Surat Permohonan Pemberian setiapbami |1, Surat Permohongm Pemberian Informasi
lmformasi NJOP secara tertutis ke Kepala Badan melafui C; ) Imfrmasi NJOP kerja 2. Surat Kuasa jika dikuasakan.
[Petmgas Pelayanan Pajak Dwmerah, 3. Fotokopi KTP.

4. Fotokopi SPPT.

2. |Matmgas Pelayanan Pajal [haerah menerima permohonan 1. Swrat Permohonan Pemberiam Informasi 15 mensi 1. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAID).
lemudian meneliti kelenghapan persyaratan. 2. Swrat Kuasa jika dikuasalcam 2. Dokumen permofiioman Pemberian Informasi
Barkas yang sudah lenghayp diteruskan ke Kepala Sub / 4 3. Fotokopi KTP. NJIOP
Biidang Penilaian dan Penetapan. Sedangkan berkas yamg > 4. IFatokopi SPPT.
betum lengkap dikembalikam ke wajib pajak untuk |
diilengkapi.

3. |[Kopala Sub Bidang Penilaizn dan Penetapan I ILembar Pengawasan Arus. Diokumen 15 mensit 1. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAID),

nerintahkan Pelaksana wmtuk melakukan pencetakam (LIPAD). 2. Dokumen permoihoman Pemberian Infornasi
Swrat Keterangan Nilai Juall Objek Pajak (SK NJOPY L I 2. [Dwkumen permohonan Pemmberian NIOP
SPPT Infemmasi NJOP 3. SK NJOP/ SPPT

4. |IPdlaksana melakukan pencwtakan SK NJOP/ SPPT yang 1. Lembar Pengawasan Arus Dikumen 15 memiit SK NJOP/ SPPT yamg sudah ditandatangani
rﬂiﬁsartai dengan tandatangam stempel Kepala Badan dam (LIPAD).
ifiserahkan kepelayanan Pajk Daerah. ’II | 2. Dokumen permohonan Pemberian

Infismmasi NJOP
3 S NJOP / SPPT
5. |SENJOP/ SPPT diserahkam kepada wajib pajak. — SK MIOP/ SPPT 15 meniit SK NJOP/ SPPT wumg sudah ditandatangani
| R o

KEPALA'BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pembina Utama Muda
NIIP. 19701120 200003 1 609




PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673
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BATAM

STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)

PEMECAHAN PBB P2

NOMOR :(:A18/000.8.3.3/V11/2023
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Bagnst

PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No. SOP 148 /000.8.3.3/V11/2023
Tanggal Pembuatan : 20 FEBRUARI 2020
Tangga] Revisi : 01 JULI 2023
\'Tanggal Efektif : 01 JULI 202:
Disahkan oleh KEPA
Pembina Utama Muda
NIP. 19701120 200003 1 009
Nima SOP SOP PEMECAHAN PBB P2

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang - undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

4, Peraturan Pemerintah Nomor 535 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

5. Permenpan RB No.35 Tahun 2012 tentang pedoman
Penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan (19 Juni 2012)

6. Peraturan Daersh Nomor | Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan Perkotaan Kota Batam

7. Perwako Nomor 29 Tahun 2016 tentang Peraturan Walikota
Batam Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Tata Kerja
Badan Daerah

8. Perwako Nomor Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Nomenklatur BPPRD menjadi BAPENDA

1. SLTA/Diploma/Strata

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan

Keterkaltan ¢

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pengarsipan
2. SOP Prosedur Mutasi Objek Pajak
3. SOP Prosedur Penerbitan Ketetapan Pajak

2. Printer
3. Scanner
4. Buku Register

1. Komputer & Jaringan Internet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan Potensi
Penerimaan PBB P2 tidak maksimal dan mempengaruhi tingkat
kepuasan Wajlb Pajak

2, Data Objek Pajak

1. Berita Acara Ketetapan Pajak




[E@ o005 3 3/viiv2005 [ Tanggall Efidiiif : 01 JULI 2023 [Halaman - 171
BAERAN APATAN DAERAR
g SOP BATA PEMECAHAN PBB-PZ
Pelaksana Mutu Baku
Kasubbidl |
& AR ; Penilaian,, = |
No. Uraian Prosedur Wajib Pajalk i ji Ket
ajib Paj ey Sostin Penilai Pemerintah | Pelalwams | Kepala Bidang Pajak e % a8 Wakta: o
£ Ahli Muda Penilisiam | Daerah I
Validasi dam 1
Keberatam
1. Datm Boea |
1. | Wajib:FagpikWP) mengajukan permohonam Dutn Baru | 1 | Berkas permohonan 15 menit e Surat Permohonan WP,
ilis kepada Badan Pengelolaan Pajidk dan ji | fh. SPOP / LSPOP Sisa Induk dam Piamecahan Kolektif
Retribusii Pasrah melalui petugas pelayanan FHB-P2 i jx. Burat Kuasa jika Dikuasakan
1 | fil. Bukti Kepemilikan Lahan (Sertifilat, AJB, SKEP dan SPJ, PL, Alus.
1 (itzk, Farwa Planologi)
1 | . Fotokopi IMB d ik \lain yang berkaitan langsung
| | fitengan objek pajak
1 i, BPPT Induk asli tahun berjalam
i Bukti pel PBB tah dh dbelumnya,
2. |Petugas [Fulayanan PBB-P2 menerima permoitanan : a. Surat Permohonam WP, 15 menit  ||Bakti Penerima Surat (tanda terimu)) -tian LPAD yang sudah dicetak.
Kermud] liti kelengkapan p ] | b. SPOP / LSPOP Siimn indluk dan
Dalamiliudl thevkas permohonan belum lengkam, 1 Pemecahan Kolektiff
i da WP untuk meleng} appuibila 1 | ¢. Surat Kuasa jika Milkuasakan
berk ik sudah dinyatakan lengham. maka f 1 d. Bukti Kepemilikam [Ldhan (Sertifikat,
akan dicewik Bukti Penerimaan Surat (Tandin Trerima) 1 1 AJB, SKEP dan SPIL IL, .Alas Hak, Fatwa
dan Lemthurr Bengawas Arus Dokumen (LPAIS) \ | | Planologi)
Tanda Tianimn untuk WP, sedang LPAD allam dhigabung i i e. Fotokopi IMB dblumen pendukung lain
d e h dan umtuik | yang berkaitan langsumg:dengan objek
diseralikamkepada Koordinator Pelayanan, i | pajak
1 f. SPPT Induk asliiwthum berjalan.
| | ¢ Bukti pelunasam FIEB tahun-tahun
i sebelumnya.
|
3. |Kasubid!Pandaftaran dan pendataan meneliti thetkns dan | Bukti Penerima Suritt(/tanda terima) dan |15 Jam |Betkas permohonan
L i litian berkas, beriam NOP, I LPAD yang sudal:diizdk.
melakukampemetaan berkas untuk diteruskam e ":—h-ﬂ: |
Kasubidi Ptenilaian dan Penetapan | i
| ]
4, Kasubidi Monilaian dan Penetapan menetapham milai 1 | [ Berkas permohonan: 7.5 Jam [[Betkas permohonan dan Uraian Pemilamn Berkas
| | I
| |
5. |Kasubbidl laian dan L i Berkas permohonan:dion Uraian Penilaian {225 Jam  |[[Bokumen
Kabid Pend — Berkas
dan pol i ikan ke Kgsibid
Penilaiamdianipenetapan untuk dilakukan pemgmputan
dan pencemiknn SK NJOP
1
| [
6 Setelal SE NIOP dicetak, dilanjutkan dengam maraf | | Dokumen 1 Hari SK NJOP
Hierarkisidiari [Kasubid Penilaian dan P Blabid | i |
Pend: dan pelaporan untul sl
ditanditamgani oleh Sekretaris BPPRD dan
mengemtbullfian berkas tersebut kepada kasulikid T
Wajib ajnik dengan menggunakan tanda ternme [
|
[ al
K ADAN PENDAPATAN DAERAH

NIP, I9RBI120 20000;



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH
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BATAM
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Fanan

PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No. SOP : 6% 4/000.8.3.3/VII/2023

Tanggal Pembuatan _|: 20 FEBRUARI 2020

Tanggal Revisl : 01 JULI 2023
Tanggal Efektif : 01 JULI 2023
Disahkan oleh KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

K9TA BATAM

Pembina Utama Muda
NIP. 19701120 200003 1 009

Nama SOP SOP DATA BARU PBB P2

Dasar Hukum @

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang - undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3, Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

5. Permenpan RB No.35 Tahun 2012 tentang pedoman
Penyusunan Standar Oprasienal Prosedur (SOP)
Administrasl Pemetintahan (19 Juni 2012)

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kota Batam

7. Perwako Nomor 29 Tahun 2016 tentang Peraturan Walikota
Batam Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Tata
Kerja Badan Daerah

8. Perwako Nomor Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Nomenklatur BPPRD menjadi BAPENDA

1. SLTA/Diploma/Strata
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan

Keterkaitan ;

Peralatan/Perlengkapan ;

1. SOP Pengarsipan
2. SOP Prosedur Mutasi Objek Pajak
3. SOP Prosedur Penerbitan Ketetapan Pajak

1. Komputer & Jaringan Internet
2. Printer

3. Scanner

4. Buku Register

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan Potensi
Penerimaan PBB P2 tidak maksimal dan mempengaruhi tingkat
kepuasan Wajib Pajak

1. Berita Acara Ketetapan Pajak
2. Data Objek Pajak




WWOA&S.SIMB | Tamgal Efektif : 01 JULI 2023 [Halaman : tin
BADANPENDAPATAN DAERAI ;
SO DATA BARU PBB-P2
Pelaksana Muiw Baku
Kasabbad
No. Uraian Prosedur Wajib Pajakis | ulinyanan ppp|  Feriluion, Feallabi < dkears . | Kepala Delisg Fajak
P i Pel_lmvg!m., l’emem_mh Ahli S Da P Kelengltupan Waktu Output:
Validiasi dian Muda
Kebemuttsn
1. Data Baru i
1. |Wajib Pajak (WP) mzngajukan permohonan Datafiens secara | Berkas permohonam 15 menit im. Burat Permohonan WP,
tertulis kepada Badmm Pengelolaan Pajak dan Reteifiss: Daerah “ . SPOP / LSPOP Sisa Induk dinn Pemecahan
melalui petugas pelapaman PBB-P2 “ lektif.
i . Burat Kuasa jika Dikuasalam
( T . Bukti Kepemilikan Laham (Semifikat, AJB,
| 'SKIEP dan SPJ, PL, Alas Hak, Fatwa Planologi)
i . [Fotokopi IMB dokumen pemdhikung lain yang
| rkaitan langsung dengan objik pajak
{. SPPT Induk asli tahun bexjmlam.
. Bukti pelunasan PBB tahunrtsinn sebelumnya.
2. |Petugas Pelayanam FBB-P2 menerima permohonankiensudian a. Surat Permohonam WP, 15menit  ||Buikti Penerima Surat (tanda tevima) dan LPAD
|meneliti kelengkapam persyaratan. b. SPOP / LSPOP Sisa linduk dan iwang sudah dicetak.
Dalam hal berkas pemmahonan belum lengkap, diktimidmn kepada f Pemecahan Kolektiff
WP untuk melengharpinya, apabila berkas permohiomamnsudah i ¢. Surat Kuasa jika Difhuasakan
dinyatakan lengkap; maka akan dicetak Bukti Penerimmman Surat E / d. Bukti Kepemilikan [Lahan
(Tanda Terima) dam Liembar Pengawas Arus Dokumuss: (RPAD), ; (Sertifikat, AJB, SKEF dan SPJ, PL,
Tanda Terima untuk: WP, sedang LPAD akan digakimme dingan | \ Alas Hak, Fatwa Plamoilogi)
berkas permol dlam 1 kan untuk diserabitzmm kepada | e. Fotokopi IMB dokwmsn pendukung
Koordinator Pelayamam lain yang berkaitan lamgsung dengan
| objek pajak o )
! i f. SPPT Induk asli tatmm berjalan.
i i g. Bukti pelunasan PBEB tahun-tahun
3. |Kasubid Pendaftaram élan pendataan meneliti berkassdtom i N Bukti Penerima Surat (tanda terima) |7.5 Jam |Berkas permohonan
membuat uraian penediitian berkas, pemberian NOF, mdtitukan 2| dan LPAD yang sudhih diicetak.
pemetaan berkas untilk dliteruskan ke Kasubid Peniliiam dan
Penetapan
2. |Kasubid Penilaiam dian I > apkan nilin cibyjek Pajak : tl——ﬁm Berkas permohonan 7.5 Jam [Pembuatan Uratan Penelitian Befkas
5. |Kasubbid Penilaian: dian penetapan meneruskan umtud: Berkas permohonan dimm Uraian 15 Jam !del.unen
mendapatkan persetufjuan Kabid Pendataan, penetagmmedim Penilaian Berkas
pelaporan, selanjutim diikembalikan ke Kasubid Pemitiian dan
penetapan untuk dilailuikan pengimputan dan pencessiitam SK
NJOP |
6 |Kasubid Penilaiam dimn 2 p balikanliiesi Dokumen 15 Jam [IPemcetakan SK NJOP
tersebut kepada kasultibid pendaft dan penctag "

diserahkan kepada Wiyjib Pajak dengan menggunallmsitanda
terima

v

)3

D




PEMERINTAH KOTA BATAM

BerAKHLAK
BADAN PENDAPATANDAERAH T
Jalan Raja Isa Nemer 17 Lantal 2 lkantor Beraama Pemerintah Kota Batam m;I‘aygnl
TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 Faksimile.. (0778) 470673 bangsa
email : Bapenda@batam.go.id, Website : bapenda.batam.go.id
BATAM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

ROADSHOW PEMBAYARAN PBB-P2

NOMOR :(126y000.8.3.3/VI1/2023

TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No. SOP :@18/000.8.3.3/VI1/2023

Tanggal Pembuatan ;20 FEBRUARI 2020

Tanggal Revisi : 01JULI 2023
Tanggal Efektif . 01JULI 2023
Disahkan oleh
Nl MM
KATA RATAM
’OTA BATAM

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanan

1 Undang - undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
3 Undang - undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4 Undang - undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah

Permenpan RB No.35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Oprasional
Prosedur (BOP) Administrasi Pemarintahan (18 Juni 2012)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Perkotaan Kota Batam

f

7

8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah Kota Batam
Perwako Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi

1. SLTA/Diploma/Strata
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan

Bapenda
Keterkaltan : Peralatan/Perlengkapan |
1 SOP Pengarsipan 1 Komputer & Jaringan Intemet
2 Printer
3 Scanner

Peringatan :

4 Buku Register

Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan Potensl Penerimaan PBB P2
tidak maksimal dan mempengaruhi tingkat kepuasan Waijib Pajak

FENGaldia
1. Laporan
2. Surat Teguran

3. SKPD/SKPDKB/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding




No§i2p/000.8.3.3/V11/2023 Tamggal efektif: ~ Juli 2023 [ Halaman : 1
St IBADAN PENDAPATANBAERAH
w SOP PAJAK PBB-P2 - PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN PBB-P2Z
Pelak Miwtu Baku
i Kasubi. St
Penilai Pénteai Penilaian,
No. Uraian Prosedimr Bidamyg Program| Pelayanan| PFesmerintahan Penetapan s
i ftzes R o iz
PBB-P? | A Muda :;']‘:‘I',‘zm, 2| Validasidan | gloy Mk i e
Fagak Daerah 1 Dacrati B Keberatan
Paiak Daerah |
1. |Penyuswmean Anggaran dalam DPA:kemsgatan Bulan Data DPA Kegiatan: OPD 10 hari Kerja DPA Kegiatan OPD»
Panutam FBB-P2 Tingkat Kota Batam ( j
2. |Persiapam Pelaksanaan Kegiatan BulizPanutan PBB-P2 1. Surat Keputusam Kapala 10 hari Kerj Agenda Rapat Persiamen
Tingkatt Kigita Batam Badan Pelaksanaan Bulan Pamutan PBB-P2
1 2. Surat Perintah Tugas Petugas Tingkat Kota Batam
3. |Persiapsur Pelaksanaan Kegiatan Bulisn Panutan PBB-P2 1. Surat Perintah Tugzs Petugas |5 Hari -Jadwal pelaksanaan, pencetakan
Tingkat: Eiecamatan (Roadshow PBIEFZ) - 2. Surat Teguran Tumgzgakan banner, dan flier pemibaritahuan
1[‘\ PBB-P2 tkegiatan Roadshow PBB-P2
3. Tanda Terima Suvat/Banner
Pemberitahuan
4. |Rapat. Awsrl Penentuan Jadwal damllaiasi Roadshow 1. Undangan 10 hari Kerja Agenda Rapat Persiagpam
PBB-PZ JE_ 2. Ruangan Rapat Pelaksanaan Bulan Pamstan PBB-P2
3. Dokumentasi Tingkat Kecamatan
5. |Pengadinnn Barang untuk Diserahkam ikzpada masyarakat 1. Data DPA Kegiatsm OPD 25 Hari Kerja Dokumen Kontrak pemgadaan dari
(hadialh disar prize), Belanja Sewa Hated (Gedung), 2. Surat Kontrak penyedia
BelanjMiflakanan dan minuman (snzeiky, sewa peralatan t'r. 3. Tanda Terima Samatt/Banner
(tenda:dizm Kursi), sewa peralatan studfiofandio (musik Pemberitahuan
hiburanj:
6. |Pelaksamean Roadshow PBB-P2 sesumiijfadwal yang 1. Surat Perintah Tuzms 80 Hari Kerja: Laporan penerimaam pombayaran
direncamalkan ¥ 2. Sarana dan Prasarzma (Laptop, PBB-P2 dan Pelayanam PBB-P3
\l Tenda /kursi/mejal);
3. Hadiah Doorprize:
7. |Penyuswman Laporan Pelaksaan Roadshww PBB-P2 Dokumentasi dan faporan 5 Hari Kerja Laporan Pelaksaan Remdshow PBB-

{penerimaan pembayaan PBB

Roadshow PBB-PZ

P2

PALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pembina Utamea Muda
NIP. 19701120 200003 1 009




